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ABSTRAK

ini sudah banyak sekali perusahaan jasa telekomunikasi yang 

memberikan layanan paket internet yang bisa dipasang dirumah. Jika selama ini 

internet hanya di pasang di kantor-kantor atau sekolah tapi sekarang sudah banyak 

rumah vang memasang internet. Salah satu perusahaan penyedia jasa layanan 

internet berlangganan salah satunya adalah PT. TELKOM yang meluncurkan produk 

Telkom Speedy.
Perlindungan konsumen membutuhkan pemikiran, konsep dan kajian yang 

luas yang tidak bisa dikaji dari satu aspek hukum saja. Hal tersebut sangat penting 

karena kepentingan konsumen pada dasarnya sudah ada sejak awal sebelum barang 

dan jasa diproduksi selama dalam proses produksi sampai pada saat distribusi, 

sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal ditangan konsumen. Untuk itulah 

penulis mengangkat beberapa permasalahan ke dalam skripsi ini seperti bentuk 

perlindungan hukum PT Telkom Palembang terhadap konsumen yang menggunakan 

jasa speedy, jalur penyelesaian sengketa antara PT Telkom dengan konsumen 

pengguna jasa speedy. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk perlindungan 

PT Telkom terhadap konsumen berupa bentuk ganti rugi atas kesalahan yang 

dilakukan PT Telkom. Akan tetapi konsumen terlebih dahulu harus mengadukan 

keluhannya kepada pihak costumer care agar cepat ditindak lanjuti. Bentuk 

perlindungannya juga dapat berupa represif dan preventif. Jalur penyelesaiannya 

pun tidak susah, konsumen cukup melaporkan kepada pihak claim dan akan ditindak 

lanjuti. Hanya saja kendala yang dihadapi adalah konsumen kurang rasa ingin tahu 

terhadap menyebabkan konsumen itu sendiri rugi karena ketidaktahuannya terhadap 

isi perjanjian yang ditandatanganinya. Pihak PT Telkom juga tidak secara langsung 

memberikan penjelasan pada konsumen, sehingga menyebabkan terjadi

comunication antar konsumen dan PT Telkom yang menyebabkan terjadi pengaduan- 

pengaduan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen

Saat

tniss-
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan layanan internet 

dengancara berlangganan untuk dipasang di rumahnya. Banyak perusahaan yang 

menyediakanjasa layanan internet berlangganan dan salah satunya adalah PT. Telkom 

padatahun 2005 mulai meluncurkan produk Telkom Speedy. Telkom 

Speedymenjadi solusiutama bagi akses broadbandkoneksi internet tidak hanya di 

kalangan bisnis namunmeluas sampai ke rumah-rumah. Bagi masyarakat yang ingin 

memanfaatkan jasatelekomunikasi, khususnya internet dengan provider Telkom 

Speedy, terlebih dahuluharus mengadakan perjanjian dengan PT. Telkom. Dalam 

sebuah perjanjian, masing-masingpihak yaitu, pihak pengguna jasa atau pelanggan 

dan pihak penyelenggara jasayaitu PT. Telkom mempunyai hak dan kewajiban. 

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasatelekomunikasi harus 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yangmenggunakan jasanya. 

Banyak cara digunakan PT. Telkom agar dapatmemberikan yang terbaik untuk 

konsumen pengguna jasanya.1 Salah satunya adalahdengan mengusahakan 

peningkatan jasa telekomunikasi, sehingga diharapkan dapatmenjangkau konsumen 

pengguna jasanya sampai keseluruh pelosok tanah air,sehingga pemerataan informasi

yang

:

2008 hl lHj3S|5SyaWali dan Neni’ Hukum Periindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, Tahun

1



2

dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Baik atau buruk 

suatu perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa akan 

berhubungan secara langsung dengan masyarakat, demikian juga dengan PT. 

Telkom.PT. Telekomunikasi Indonesia (PT. Telkom) adalah salah satuBUMN yang 

merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi serta penyedia 

jasa dan jaringan telekomunikasisecara lengkap (full Service and network provider) 

terbesar di Indonesia.PT. Telkom menyediakan jasa telepon tidak bergerak 

kabel (fixed wire line), jasa telepontidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa 

telepon bergerak (cellular), data &intemet dan network & interkoneksi baik secara 

langsung maupun melaluiperusahaan asosiasi. PT. Telkom mempunyai banyak 

produk yang salah satuproduk dari PT. Telkom adalah internet Speedy.Speedy 

merupakan layanan internet access end to end dari PT Telkom. PT Telkom dengan 

basis teknologi Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL),dapat menyalurkan data 

dan suara secara simultan melalui satu salurantelepon biasa dengan kecepatan 

maksimal 384 kbps sampai 1 Mbps yangdijaminkan dari Modem sampai BRAS 

(Broadband Remote Access Server).2

yang

Perusahaan mengadakankerjasama untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, 

dengan menentukan syarat-syaratsecara sepihak. Pihak konsumenatau pelanggan 

pada umumnya mempunyaikedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya

maupun karena ketidaktahuannya dan hanya menerima apa yang disodorkan.Tujuan

Gunawan W dan A.Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka 
Utama,Jakarta; 2000, hlm. 24-27.
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semula diadakannya perjanjian baku yakni alasan efisiensi dan praktis.Sebagai contoh 

dapat ditemukan perjanjian baku seperti dalam perjanjian, konsumen atau pelanggan 

dan PT. Telkom. Pada dasarnya dalam membuat perjanjian tersebut tidak 

mengikutsertakan pelanggan/konsumendidalam menyusun pasal-pasal isi perjanjian 

tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut selalu menguntungkan 

kepentingan pihakperusahaan (pembuat perjanjian) tersebut dibanding kepentingan 

pelanggan. Hal ini juga terdapat pada sanksi atau hukuman yang ada di dalam
n

perjanjian baku tersebut.

Perjanjian semacam ini menimbulkan ketidakadilan bagipelanggan, karena

semua isi perjanjian ditentukan oleh satu pihak saja yaitu PT.Telkom, sedangkan

pihak lain tidak diberi kesempatan untuk ikut mengutarakankehendaknya dalam

membuat isi perjanjian.

Pelaksanaan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 

tidakselalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenyataannyamasih banyak pihak 

pelangganyang mengalami kerugian dalam pembayaran tagihan Speedydan keluhan 

terhadapinternet Speedy. Salah satu contohnya, pihak konsumen yang menggunakan 

Speedymerasa ada gangguan koneksi internet Speedypada modemnya sehingga tidak 

dapatmengakses internet dengan lancar dan hingga koneksi internetnya mati. Hal ini 

tentusaja mengganggu aktivitas konsumen yang menggunakanSpeedy dirumahnya.

3Ibid., hlm. 19.
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karenasalah satu dari koneksi telekomunikasi dirumahnya mati. Hal ini tentunya 

menghambatkegiatannya dalam berusaha, bekerja atau berkuliah.

Di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

PerlindunganKonsumen (UUPK) tertera tentang kewajiban pelaku usaha untuk 

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang danatau jasa sertamemberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan.4

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa Hak Konsumen merupakan Kewajiban

dari Pelaku Usaha dansebaliknya Kewajiban Konsumen merupakan Hak Pelaku

Usaha. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 

tentangPerlindungan Konsumen, agar terciptanya sistem perlindungan konsumen 

yangmengandung unsur kepastian hukum dan melindungi konsumen dari perbuatan 

curangpelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana bentuk 

perlindunganhukum dari pelaku usaha terhadap produk yang telah dipasarkan ke 

konsumen. Perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang 

perindustrian dan perdaganggan nasional telah menghasilkan variasi barang dan atau 

jasa untuk dikosumsi, dan dengan didukung perkembangan telekomunikasi dan 

informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa.5

1999

Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Nusa Media, Bandung, Tahun 2005, hlm

Happy Susanto,Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visi Media, Jakarta Tahun 2008 
56.

32-33.

, hlm.
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Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi konsumen karena 

=ebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa dapat terpenuhi dan semakin terbuka 

^bar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa 

=riengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain kondisi demikian dapat 

■mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan 

konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek pelaku usaha 

untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Konsumen menjadi dirugikan 

karena adanya penerapan perjanjian baku atau perjanjian standar oleh pelaku usaha. 6

sesuai

Pengetahuan dan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen semakin 

maju dan berkembang. Sehingga posisi konsumen semakin rentan. Konsumenseperti 

menjadi objek aktivitasbisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Walaupun padasaat yang bersamaan konsumen mendapatkan keuntungan dan 

kemudahan,antara lain semakin terbuka kebebasan untuk memilih aneka jenis barang 

danjasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan.Pertanyaan yang berkembang 

kemudian adalah bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas suatu barang dan/atau 

jasa yang dihasilkannya ataudiproduksinya. Pertanyaan ini menghasilkan pemikiran 

yang dikenal sebagaiproduct liability.1 Prinsip product liability adalah berlaku sistem 

tanggung jawab mutlak,merupakan prinsip tanggung jawab di mana kesalahan tidak 

dianggap sebagaifaktor yang menentukan. Tanggung jawab mutlak tidak harus ada

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua PT 
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 125-126.

7 Jbid, hlm. 127.
Raja
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hubunganantara subjek yang bertanggung-jawab dan kesalahannya. Konsumen 

yangmerasa dirugikan atas produk yang dihasilkan suatu produsen atau pelaku 

usahabisa menggugat produsen yang bersangkutantanpa harus membuktikan 

kesalahan pelaku usaha atau produsennya. Namun dalam hal ini hubungan antara 

Pengguna Internet Speedy dengan PT Telkom Cabang Palembang dapat dikatakan 

sebagai cidera janji atau wanprestasi. Pada keadaan ini debitur tidak melaksanakan 

kewajibannya bukanlah disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaannya, 

sehingga debitur yang dalam keadaan tidak membayar ini dikatakan cedera janji 

(wanprestasi). Pihak yang dikatakan tidak memenuhi perikatan ketika mengadakan 

perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian 

tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan, 

sehingga cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Wanprestasi itu tidak terjadi 

dengan sendirinya, maka untuk menentukan seseorang itu wanprestasi tergantung 

kepada waktu yang diperjanjikan, yang mudah untuk menentukan saat pihak 

wanprestasi yaitu mulai saat orang itu melakukan perbuatan yang dilarang dalam 

perjanjian dan tidak memenuhi perikatan, maka dikatakanlah wanprestasi. 8

Para Pelaku usaha seharusnya bertanggung-jawab memberikan ganti 

kerugianatas kerusakan yang dialami konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 

19 Angka 1 UUPK: Pelaku usaha bertanggung-jawab memberikan gantirugiatas 

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibatmengkonsumsi barang

Ihid; hlm.128.
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dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.Tanggung jawab pelaku usaha 

adalah melaksanakan apa yang menjadihak dan kewajiban konsumen dengan 

memberikan ganti-kerugian kepadakonsumen apabila mengalami kerugian atas 

pemakaian/penggunaan produk barang atau jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh 

pelaku usaha tersebut.9

Dalam Pasal 19 Angka 5 UUPK: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

angka (1) dan angka (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.Menjelaskan bahwa

pelaku usaha dan/atauprodusen bisa terlepas dari tanggung jawab itu jika bukan

kesalahan pelaku usaha, sebaliknya pelaku usaha akan dikenai tanggung jawab jika 

tidak mampu membuktikan tuntutan konsumen itu.10

Kenyataannya tanggung jawab PT. Telkom sebagai Internet Service 

ProviderSpeedy terhadap konsumen masih sangat kurang karena banyak 

dijumpaipelanggaran dalam hubungan pelanggan Speedy dengan PT. Telkom. 

Seharusnya pelanggaran itu tidak perlu terjadi apabila PT. Telkom mematuhi UUPK 

Pasal 19 angka 1 dan 2 yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dan 

Pasal 9 dan Pasal 10 yang mengatur ketentuan beriklan.11

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah segala upaya yangmenjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukumterhadap konsumen

;„PapSal !’*** 1 y^ng-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
"S 1T Undang-Undang No 8 Tahun 1999 ™g Perlindungan Konsumen.
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untuk melindungi konsumen dalam hubungannya denganpelaku usaha. Perlindungan 

hukum konsumen pada dasarnya dibutuhkanapabila kondisi pihak-pihak yang 

mengadakan hubungan hukum itu tidakseimbang. Realitanya dalam penggunaan 

internet Speedy konsumen masihbanyak tidak mendapatkan hak-haknya, banyak 

konsumen yang merasa dirugikan. Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut, 

makapenulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang TANGGUNG 

JAWAB PERDATA PT TELKOM CABANG PALEMBANG TERHADAP 

KONSUMEN MENGENAI GANGGUAN PELAYANAN INTERNET SPEEDY.

V
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusanmasalahnya

sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

menggunakan jasa speedy PT Telkom Cabang Palembang?

2. Bagaimana tanggung jawab perdata penyedia jasa komunikasi terhadap 

konsumen pengguna jasa speedy pada PT Telkom Cabang Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum PT Telkom

Cabang Palembang terhadap konsumen yang menggunakan jasa speedy.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab perdata penyedia jasa terhadap 

konsumen pengguna jasa speedy dengan PT Telkom Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum bisnis pada umumnya dan ilmu hukum 

perlindungan konsumen pada khususnya.
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2. Manfaat Praktis

a) Memberikan saran dan masukan pada institusi atau perusahaan penyedia jasa 

dalam rangka meningkatkan kiprah institusi atau perusahaan penyedia jasa 

pada masyarakat pada umumnya dan PT Telkom pada khususnya.

b) Meningkatkan pemahaman warga masyarakat yang potensial menjadi 

konsummen dalam usaha sehingga dapat menghindari timbulnya 

permasalahan atau konflik dalam pelaksanaan perjanjian serta diharapkan 

akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Kerangka Teori

Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum

berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum

berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan

martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan,

persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode 

sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.12

Adapun yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian 

hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan

untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan

metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden berdasarkan fakta-
i n

fakta yang ada di lapangan.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode

pendekatan yang dugunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode 

pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder 

terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di 

lapangan.14

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada 

umumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum perjanjian sebagai

12Khadzaifah Dimyati dan 
Muhammadiyah, Surakarta; 2004, hlm. 3. 

13Ibidhlm. 5. 
l4lbid., hlm. 7.

Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Universitas
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cabang ilmu dan sangat berkailan erat dengan materi penelitian ini. Sedangkan faktor 

adalah PT Telkom cabang Palembang mengadakan perjanjian denganempirisnya

pihak konsumen.15

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data

primer dan data sekunder.

a. Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari lapangan.

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari

responden maupun informan yang berupa keterangan-keterangan yang 

diperoleh dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang 

keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian ini.16

b. Data sekunder, adalah data yang berasal dari studi kepustakaan dan studi 

dokumenter dalam bentuk bahan hukum yang berupa keterangan- 

keterangan.17

c. Fakta-fakta yang mendukung dan menunjang kelengkapan data primer 

yang bersumber dari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

masalah yang diteliti.

lsPasal 1916 Ayat 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Rajawali ^ <S'“"“ Singkat),

xllbid., hlm. 15.
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3. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian Lapangan

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian 

adalah PT Telkom cabang Palembang yang beralamat dijalan Kapten A.Rivai

No 20 Palembang.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan

Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Universitas 

Sriwijaya dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan.

4. Populasi dan Sampel Peneltian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus,

waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama yang dijadikan objek

penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua yang berhubungan 

dengan permasalah yang sedang dibahas. Maka dari itu, cangkupan populasi dari 

penelitian ini ialah para pihak. Perusahaan penyedia jasa komunikasi PT Telkom 

cabang Palembang dan konsumen.

b Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Agar hasil 

penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa dipercaya dalam artian
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masih bisa mewakili karateristik populasi, maka cara penarikan sampelnya harus

dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama teknik

18sampling atau teknik pengambilan sampel.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability 

sampling, sample yang ditetapkan secara sengaja dengan kriteria dan pertimbangan 

tertentu berbentuk purposive sampling, yaitu seseorang yang diambil sebagai sampel 

karena dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian, antara lain 

pimpinan PT.Telkom cabang Palembang, staf bagian administrasi perusahaan, dan 

staf perusahaan lainnya yang berkompeten memberikan informasi yang diperlukan

dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan 

teknikpengumpulan data sebagai berikut :19 

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian untuk mengadakan pengamatan dan 

pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian yang ditempuh dengan 

jalan sebagai berikut:

“/&/</., hlm.16
Hasan Mustafa, Metode Penelitian, Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung; 2003,hlm.17.
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1 .Wawancara (Interview)

Merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya 

jawab secara lisan terhadap responden yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung 

dengan permasalahan dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

dilakukan dengan pihak pegawai PT Telkom Cabang Palembang yang berwenang 

memberikan informasi dan keterangan-keterangan, serta data-data yang dibutuhkan 

penulis sebagai bahan data primer yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini. 

Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara yang terarah dengan 

menggunakan daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan agar hasil wawancara sesuai 

dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti.

wawancara

2. Kuisioner

Kuisioner disebarkan kepada responden agar dapat diisi secara objektif untuk 

mendapatkan data primer. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah 10% 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya yang menggunakan 

internet Speedy.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, 

dokumen, peraturan perundangan-undangan dan sebagainya untuk memperoleh data 

sekunder yang menunjang kelengkapan penelitian. Bahan pustaka berupa bahan

20lbid., hlm. 18.
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hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dimana ketiga

21bahan hukum tersebut mempunyai karakteristik dan jenis-jenis yang berlainan.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri 

dari kaidah dasar yaitu ;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, literatur-

literatur, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum misalnya, pendapat

pakar hukum dan jurnal.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun

penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya, kamus hukum,

kamus Bahasa Indonesia, dan data internet.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data 

lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Kegiatan pengolahan data meliputi kegiatan 

editing, koding, dan tabulasi.

a. Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas, dan 

informasi yang dikumpulkan.

2lIbid., hlm.18.
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a. Koding, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari responden 

berdasarkan jenisnya. Aktivitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian 

data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadapan jawaban 

responden sesuai dengan kategori masing-masing.

b. Tabulasi, merupakan pencatatan data secara sistematis dan konsisten kedalam

ibentuk tabel.

7. Teknik Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Teknik analisis data penelitian adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian 

menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan suatu 

penelitian. Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan data akan diolah dan 

dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah 

penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif deskriptif. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan 

diberikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan. Menurut Soerjono 

Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data 

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan juga 

perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.3

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta: 

2lbid., hlm. 169.
*Hasan Mustafa, Op.cit., hlm. 17.

1996, hlm.168.
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Data-data yang diperoleh kemudian diproses, diperiksa, dan diteliti dengan

cara menginterprestasi data-data itu ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara

sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban atas

permasalahan dari objek yang diteliti, lalu data tersebut dirangkum dalam suatu

kesimpulan.
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